NOTULENSI

Ill' PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

1. PETUGAS PERSIDANGAN

PROVINSI SUMATRA BARAT

Desk 01
Provinsi : Sumatra Barat
Pimpinan Sidang 1 : Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana

Pimpinan Sidang 2 : Pimpinan Sidang 2 Tidak Hadir, Pimpinan Sidang 1 didampingi oleh PJ Regional
Notulis Aplikasi : Fathiafif Mahasin

Notulis Offline: Irmawandari
Pembahas

Pemerintah Daerah

Kementerian/Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

1. Bappeda Provinsi Sumatra Barat
2. Bappeda Kota Sawahlunto

Kementerian Perindustrian
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah

Direktorat Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi
Direktorat Industri, Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif

Direktorat Sumber Daya Energi Mineral
dan Pertambangan

Direktorat Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Direktorat Sumber Day Air

Direktorat Transportasi
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2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

Sumber Daya Air

Utama Perkotaan, dan
Pengaman Pantai

Sumber Daya Air

RBS - Prasarana Jaringan

003 - Prasarana pengaman
pantai yang dibangun

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Sumatra Barat :

e Sudah dilakukan penanganan 200
m dan kekurangan sepanjang 800
m

Ditjen SDA, Kemen PUPR :

e Pernah dilakukan penataan
sepanjang 200 meter

e (Catatan lain perlu ada perbaikan,
perlu ada penjelasan lain untuk

Dit. SDA, Bappenas:

e Satuannya diubah menjadi satuan
Panjang (Km)

e Apakah adaisu lahan?

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
1 Pembangunan . Kab. Kepulauan .
& 15 15 groin P . Kementerian PUPR
Seawall dan Mentawai
Bangunan
Pengaman  Pantai Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
Sikabaluan
17 - Resiliensi Terhadap B d
05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 05 - Intensitas Emisi GRK Menurun es! |en5|. erhadap Bencana dan
. . Perubahan Iklim
Menuju Net Zero Emission
Program Kegiatan KRO RO
5037 - Pengendalian Banijir, iak di
FC - Program Ketahanan Lahar, Pengelolaan Drainase Diakomodir
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e Berdasarkan Rakortek akan
dilakukan review designnya oleh
BWSV

Pimsid :

e Diharapkan tetap diakomodir
seaui dengan kesepaatan
Rakortek

kekurangan perkerjaannya
berapa?

e Dikonfirmasi RC apakah sudah
siap? Saat ini desain masih belum
ada.

e Pekerjaan akan menjadi prioritas,
akan tetapi harus perlu
menunggu review design
sepanjang 800 meter

e Jika design sudah selesai maka
perlu dibantu izin dari KKRL oleh
KKP (karena wilayah berada
diluar dari Ditjen SDA, Kemen

o Apakah RC sudah pernah di reviu
BWS

Kawasan Permukiman

Sanitasi yang Layak

Perumahan dan Pemukiman

Persampahan Skala Kawasan

Catatan dan Tanggapan

PUPR)
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
2 Pembangunan 5 5 Ha Kab. Kepulauan Kementerian PUPR
TPA/TPST Tua Pejat Mentawai
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional Diakomodir
dengan catatan
05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ('\)j i In.ter’:lsnazs Em||55| GRK Menurun 15 - Lingkungan Hidup Berkualitas penamaan
enuju et Zero Emission TPST bukan
Program Kegiatan KRO RO TPA, dan RC
harus
IA - Program Perumahan dan 4840 - Penyelenggaraan RBB - Prasarana Bidang 008 - Sistem Pengelolaan diperbaiki.
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Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Dit CK, Kemen PUPR :

e Sepakat RC diperbaiki dan usulan
sudah masuk dalam konreg

e Diakomodir dengan catatan
menunggu pagu indikatif dari

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Kemen PUPR
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
3 | Pembangunan PLTS 1 1 Unit Kab. Solok Selatan | Kementerian ESDM
terpusat Diakomodir
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional dengan catatan
dengan
05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 05 - In'tensitas Emisi GRK Menurun 16 - Berlfe.tahanan Energi, Air, dan keuangan
Menuju Net Zero Emission Kemandirian Pangan negara dan
Program Kegiatan KRO RO anggalfm
ESDM jika
6353 - Perencanaan, dipenuhi di
Pemb d
JA - Program Energi dan PZrT a?/\r/]ag:ar:lalr;frzr;truktur QEG - Bantuan Peralatan / 006 - PLTS Terpadu tahun. 2025 .
Ketenagalistrikan & . barukan d Sarana P maka dipenuhi
Energi Bar.u Terl a.\ru an dan namun jika
Konservasi Energi tidak dibisa,

diprioritaskan
di tahun 2026
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- Kemen ESDM :

Secara umum sepakat dengan
apa yang disampaikan oleh
Bappenas, dengan alokasi RM
yang terbatas baru bisa
mengakomodir 10 lokasi prioritas
PLTSnya

Belum bis amengakomodir untuk
lokasi PLTS di Kab. Solok Selatan

Dit. EBTKE, Kemen ESDM:

Direkomendasikan untuk
dilakukan di tahun 2026 atau bisa
masuk dalam usulan cadangan

Dit. SDEMP, Bappenas :

Sebenernya secara RO dari Renja
Kemen ESDM sudah ada RO
pembangunan PLTS terpusat
dibeberapa lokasi, waktu itu di
tetapkan 10 lokasi

Dari segi usulan sudah cukup
lengkap untuk dokumen
pendukungnya

Usulannya digunakan agar salah
satu usulan usulan cadangan jika
masih ada ketersediaan pagu
indikatif ESDM

Pagu Indikatif Kemen ESDM
hanya sekitar 3,5 T sehingga perlu
melakukan exercise ulang untuk
proyek-proyek pasca SBPI,
sehingga masih belum bisa
memastikan apakah Kab. Solok
Selatan bisa masuk dalam lokpri
PLTS

Konsep DAK saat ini masih
disusun, DAK bidang infrastruktur
listrik dan energi terbarukan
belum disa diakomodir, sehingga
saat ini dana usulan hanya bisa
diakomodir melalui dana Renja
K/L, sehingga anggaran ini belum
dapat diakomodir.
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o Alokasi PLTS tergantung dengan
kapasitas, Kwhnya 150 — 250 jt
KwH
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
4 | Pembangunan 100 - rumah Kab. Pasaman Barat | Kementerian PUPR
rumah khusus dan Kota Padang
nelayan Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
02 - Transformasi Ekonomi 01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara | 08 - Perkotaan sebagaliPusat
Maju Pertumbuhan Ekonomi
Program Kegiatan KRO RO
4971 - Penyelenggaraan . . : Ditolak sesuai
IA - Program Perumahan dan permukiman dan Baneunan RBB - Prasarana Bidang 005 - Peremajaan Permukiman
Kawasan Permukiman & Perumahan dan Pemukiman Kumuh dengan catatan
Gedung
Rakortek
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Sesuai dengan catatan Rakortek Sesuai dengan catatan Rakortek Sesuai dengan catatan Rakortek
No Usulan Volume Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga
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Hasil
Usulan Kesepakatan
Kesepakatan
5 Normalisasi  dan 195 195 meter Kab. Solok Kementerian PUPR
perkuatan  tebing
sungai Batang Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
Lembang
05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 05 - In-ten5|tas Emisi GRK Menurun 17 - Re5|I|en5|-Terhadap Bencana dan Diakomodir
Menuju Net Zero Emission Perubahan Iklim
karena sudah
Program Kegiatan KRO RO masuk dalam
list SBPI agar
. = Bani
5037 - Pengendalian Banjr, , 710 - Pengendalian Banjir Pemda
FC - Program Ketahanan Lahar, Pengelolaan Drainase RBS - Prasarana Jaringan Batang Lembang van menjaga RC
Sumber Daya Air Utama Perkotaan, dan Sumber Daya Air . & g yang .
I dibangun (Tahap I1) dan Ditjen SDA
g PUPR dan Dit
Catatan dan Tanggapan SDA, Bappenas
dapat menjaga
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas dan mengawal
- - - dalam TM.
Sesuai dengan catatan Rakortek Dit. SSDA, Kemen PUPR : Dit SDA, Bappenas:
e Masuk dalam SBSN 2025, e Sudah masuk dalam list stock
dan masuk dalam lampiran program SBPI
SBPI 2025
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
6 Kop.era.si ) UKM - 1 - Unit Kota Padang Kementerian KUKM Ditolak
Revitalisasi PLUT .
diusulkan
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional melalui forum
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. . 02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 08 - Perkotaan sebagai Pusat DAK, Dit
02 - Transformasi Ekonomi . .
Menurunnya Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi KUKM
. Bappenas dan
Program Kegiatan KRO RO
g g Kemen KUKM
EB - Program Kewirausahaan, berkoordinasi
g. W_I ! 2739 - Penguatan Rantai Pasok | QDB - Fasilitasi dan Pembinaan | 001 - Pengembangan PLUT ..
Usaha Mikro, Kecil Menengah, ] agar dijaga
X Usaha Mikro Lembaga KUMKM .
dan Koperasi kebijakannya
supaya

Catatan dan Tanggapan menunya tetap

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas dipayungi.

Dinas KUKM, Sumbar : Kemen KUKM: Dit. KUKM, Bappenas:
e PLUT: Pusat Layanan Usaha e Menu PLUT masih program e Pada tahun 2022-2024 untuk

Terpadu DAK fisik, saat tahun 2025 usulan revitalisasi ini bisa
e Butuh tempat pelatihan usaha perlu menunggu arah difasilitasi dengan mekanisme

terpadu, untuk DED umumnya kebijakan DAK apakah ada menu DAK

sudah dibuat menu kebijakan revitalisasi ® Saat ini tidak ada RO Renja untuk
e Tenaga pendampingnya sudah PLUT DAK Revitalisasi PLUT

ada (13 orang) e Diarahkan untuk mekanisme DAK.
e RAPBD sudah selesai dengan

anggaran 21 Miliar

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
7 Peningkatan Jalan 2 2 Km Kab. Solok Kementerian PUPR Diakomodir
Ruas Lubuk Lasiah - bentuk
Surian (Jalan Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional perbaikan
disesuaikan

02 - Transformasi Ekonomi

dengan
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Kemandirian Pangan

PROVINSI SUMATRA BARAT
Kewenangan 01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara | 07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan kemampuan
Nasional) Maju Global pagu indikatif
PUPR. Pada
Program Kegiatan KRO RO
g g tahun 2025
B i erlu berfungsi
GA - Program Infrastruktur 2409 Pfelaksanaan Pre.serva5| RDC - OM Prasarana Bidang 023 - Dukungan Penanganan P . &
. dan Peningkatan Kapasitas o kembali
Konektivitas . Konektivitas Darat (Jalan) Jalan Daerah .
Jalan Nasional jalannya.
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Bappeda Sumbar : Ditjen BM, Kemen PUPR : Dit. Transport, Bappenas:
e Satu-satunya jalan menuju ke ® Masuk dalam ruas jalan nasional e Jalan mengalami kerusakan
Sungai Penuh di Jambi jika rusak masuk dalam preservasi jalan ( parah, jalan yang diusulkan
jalannya harus memutar sekitar pemeliharaan belum konstruksi) melalui jalan nasional
1000 km o Jika memang jalan nasional akan
e Terletak di jalur patahan dilakukan oleh PUPR
Semangko e Namun bentuk penanganannya
perlu di konfirmasi ke PUPR
apakah penanganan long segmen
atau preservasi.
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
8 | Pengembangan 1 - Unit Kab. Pesisir Selatan | Kementerian KKP . )
pelabuhan Ditolak sesuai
perikanan Surantih Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional dengan hasil )
kesepakatan di
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara | 16 - Berketahanan Energi, Air, dan Rakortek
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Program

Kegiatan

KRO

RO

HB - Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

2338 - Pengelolaan Pelabuhan
Perikanan

RBQ - Prasarana Bidang

Perikanan

Kemaritiman, Kelautan, dan

005 - Pelabuhan Perikanan
yang ditingkatkan
prasarananya untuk

Terukur

mendukung Penangkapan lkan

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Sesuai dengan catatan Rakortek

Sesuai dengan catatan Rakortek

Sesuai dengan catatan Rakortek

FC - Program Ketahanan
Sumber Daya Air

5037 - Pengendalian Banijir,
Lahar, Pengelolaan Drainase

RBS - Prasarana Jaringan
Sumber Daya Air

001 - Prasarana pengendali
daya rusak air yang dibangun

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
9 Normalisasi dan Kab. Padang .
6.12 6,12 Km . Kementerian PUPR i i
Perkuatan  Tebing Pariaman Diakomodir
Batang Anai — i deng.an _
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional koordinasi
. — antara Balai
02 - Transformasi Ekonomi 01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara | 16 - Berlfe.tahanan Energi, Air, dan dan Dinas,
Maju Kemandirian Pangan .
selain itu RC
Program Kegiatan KRO RO juga sudah

dikoordinasika
n dengan BWS
V.
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Utama Perkotaan, dan
Pengaman Pantai
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Bappeda Sumbar : Ditjen SDA, Kemen PUPR : Dit SDA, Bappenas :
e Yang sudah selesai di tahun 2023 e Sudah dikerjakan dengan o Perlu dikonfirmasi ke PUPR
adalah muaro — BIM loan USDS di tahap 1
e Pajangnya lebih kurang 500 e Batang Anai sudah selesai
meter menyebabkan jalannya dikerjakan
hampir putus sehingga yang e Saat ini sedang dikerjakan
menyebabkan urgensinya perlu Batang Kandis (fase 2 USDS)
diakomodir e Stastusnya tanah milik siapa?
Dokumen RC sudah siap
Ada jalan kabupaten yang menuju
ke jalan akses nasional (lokasi
jalan yang terkena longsor)
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga . K
Usulan Kesepakatan esepakatan
10 | Pembangunan 1 - Unit Kab. Solok Kementerian PUPR
SPAM IKK Singkarak
— . Ditolak sesuai
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional .
dengan hasil
. . 02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 16 - Berketahanan Energi, Air, dan kesepakatan
02 - Transformasi Ekonomi . L
Menurunnya Ketimpangan Kemandirian Pangan Rakortek
Program Kegiatan KRO RO
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IA - Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

4973 - Penyelenggaraan Air
Minum yang Layak

RBB - Prasarana Bidang
Perumahan dan Pemukiman

001 - Pembangunan SPAM
Kabupaten/Kota

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Sesuai dengan catatan Rakortek

Sesuai dengan catatan Rakortek

Sesuai dengan catatan Rakortek

FC - Program Ketahanan
Sumber Daya Air

5037 - Pengendalian Banijir,
Lahar, Pengelolaan Drainase
Utama Perkotaan, dan
Pengaman Pantai

Sumber Daya Air

RBS - Prasarana Jaringan

709 - Pengendalian Banjir
Batang Agam di Kota
Payakumbuh yang dibangun
(Tahap 1)

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan

11 | Normalisasi dan 12,6 12,6 Km Kota Payakumbuh | Kementerian PUPR

Perkuatan Tebing

Batang Agam Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional

02 - Transformasi Ekonomi 02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 16- Berlfe.tahanan Energi, Alr, dan
. Kemandirian Pangan
Menurunnya Ketimpangan
Program Kegiatan KRO RO Diakomodir
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Ditjen SSDA, KemenPUPR:
e Masuk dalam SBSN di tahun

Dit. SDA, Bappenas :
® List sudah masuk dalam stock

Sumber Daya Air

Utama Perkotaan, dan
Pengaman Pantai

Sumber Daya Air

pantai yang dibangun

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Sesuai dengan catatan Rakortek

Sesuai dengan catatan Rakortek

Dit. SDA, Bappenas :
o Sudah dikonfirmasi diakomodir
dalam Rakortek

2025 program di SBPI
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
12 | Pembangunan Kab. Kepulauan .
& 2708 2708 M2 pulad Kementerian PUPR
Seawall dan Mentawai
Bangunan — -
Pengaman  Pantai Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
Pokai . . 05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan
05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi . . .
Menuju Net Zero Emission Perubahan Iklim
Program Kegiatan KRO RO
5037 - Pengendalian Banjir,
FC - Program Ketahanan Lahar, Pengelolaan Drainase RBS - Prasarana Jaringan 003 - Prasarana pengaman . .
Diakomodir




NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SUMATRA BARAT
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
13 | Pengembangan 1 - Unit Kab. Agam Kementerian KKP
Pelabuhan
Perikanan Tiku Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
02 - Transformasi Ekonomi 01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 16- Berlfe‘tahanan Energi, Air, dan
. Kemandirian Pangan
Maju
Program Kegiatan KRO RO
005 - Pelabuhan Perikanan
HB - Program Pengelolaan 2338 - Pengelolaan Pelabuhan RBQ - I.Dr.asarana Bidang yang ditingkatkan .
. ) Kemaritiman, Kelautan, dan prasarananya untuk Ditolak
Perikanan dan Kelautan Perikanan .
Perikanan mendukung Penangkapan lkan
Terukur
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Sesuai dengan catatan Rakortek Sesuai dengan catatan Rakortek Sesuai dengan catatan Rakortek
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
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14

Pembangunan
Rumah Susun
Universitas
Nahdatul Ulama

Sumatera Barat

- Unit

Kota Padang

Kementerian PUPR

Agenda Pembangunan

Sasaran Visi

Arah Pembangunan Nasional

02 - Transformasi Ekonomi

04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia
Meningkat

08 - Perkotaan sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi

Program

Kegiatan

KRO

RO

IA - Program Perumahan dan

Kawasan Permukiman
W K Gedung

4971 - Penyelenggaraan
Permukiman dan Bangunan

RBB - Prasarana Bidang

Perumahan dan Pemukiman

002 - Pembangunan Baru
Kawasan Permukiman

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Dinas Perkim, Sumbar:

e Usulan yang diajukan untuk rusun
siswa sebesar 17,9 M yang
diharapkan dengan adanya rusun
ini mendukung proses
pembelajaran mahasiswa,
khususnya untuk mempermudah
mahasiswa dari luar daerah

e Usulan yang diminta adalah
asrama

e Usulan sudah dimasukkan dalam
SIBARU

Ditjen Perumahan, Kemen PUPR:

® Prioritas pembangunan masih °
berfokus pada MBR, selama RC
nya sudah bisa dipenuhi dapat
diusulkan kembali di SIBARU

® Belum masuk dalam usulan °
konreg PUPR

e Dapat diakomodir namun dengan
catatan kemampuan keuangan
dari PUPR dan masih
memperhatikan prioritas

e Usulan sudah masuk dan
kelengkapan dokumen sudah
ada, namun masih belum masuk
ke prioritas.

Dit. Perkim, Bappenas:

Apabila dilihat dari
peruntukannya mahasiswa belum
masuk dalam prioritas kebijakan
nasional

Prioritas kedepannya masih pada
MBR (masyarakat berpenghasilan
rendah)

Ditolak dengan
catatan
kebijakan
ansional masih
memperioritas
kan kepada
penyediaan
perumahan
MBR.
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Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Pasaman:

e Usulan yang disampaikan:
Pembangunan intake dan
jaringan transmisi, pemasangan
IPA dan bangunan sipil, reservoir,
serta jaringan distribusi lokasi di
nigari sontang dengan kapasitas
air baku 800 I/detik

e SPAM sudah ada dan kondisi

sudah overcapacity

e Kapasitas eksisting hanya 10

I/detik

Tidak memberikan tanggapan

Dit. Perkim, Bappenas:

e Usulan intake jaringan transmisi
agar dibangun dahulu agar
ketersediaan air baku untuk
IPAnya tersedia.

e Selama kapsitas IPAnya yang
ditingkatkan lebih kecil dari
intakenya, dan RC sudah dipenuhi
dan kebutuhan masyarakat butuh
kami akan mendukung

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
15 | Pembangunan 1 1 Unit Kab. Pasaman Kementerian PUPR
SPAM IKK Sontang
Kabupaten Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
Pasaman
16-B E i, Ai
02 - Transformasi Ekonomi 02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 6 erlfe-tahanan nergi, Air, dan
. Kemandirian Pangan
Menurunnya Ketimpangan
Program Kegiatan KRO RO
IA - Program Perumahan dan 4973 - Penyelenggaraan Air RBB - Prasarana Bidang 001 - Pembangunan SPAM
Kawasan Permukiman Minum yang Layak Perumahan dan Pemukiman Kabupaten/Kota Diakomodir
dengan catatan
Catatan dan Tanggapan Dit Perkim
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga perlu

berkoordinasi
dengan Dit CK,
Kemen PUPR
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Pelru dilakukan pengembangan
dan peningkatan data tunggu
pelayanan di sontang itu lebih

dari 850 rumah tangga

Kab. Pasaman merupakan
kabupaten dengan sanitasi

rendah di Sumbar

Sontang juga masuk dalam

kawasan kumuh,

Stunting dikawasan sontang,
memiliki angka prevelensi

stunting yang tinggi

Usulan melayani beberapa
kecamatan dengan layanan di
perkirakan melayani 4000 SR
RC sudah diinput dalam sistem

Krisna

Hal yang paling mendesak yaitu

pemasangan IPA
Tahun 2019 IPA sudah

overcapacity, namun IPA masih

aman.

No

Usulan

Volume

Satuan

Usulan

Kesepakatan

Lokasi Kab/Kota

Kementerian/Lembaga

Hasil
Kesepakatan

16

Pariwisata
Pembangunan

- titik

Kota Padang

Kemenparekraf

Ditolak dengan
catatan dapat
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Kota Bukittinggi

Agenda Pembangunan

Sasaran Visi

Arah Pembangunan Nasional

02 - Transformasi Ekonomi

08 - Perkotaan sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi

Landscape dan Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional diusulkan
Gapura Kota Tua __ : : melalui skema
02 - Transformasi Ekonomi 02 - Kemiskinan MenUJu Nol Persen dan 08 - Perkotaan sebagal_Pusat DAK Fisik
Menurunnya Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi -
Pariwisata.
Program Kegiatan KRO RO
- - - 000 - RO tidak diketahui
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Dinas Pariwisata, Kota Padang: Kemenparekraf : Dit. IPEK, Bappenas :
e Pada tahun 2023 sudah e Usulan ditolak dan dapat di ® Pembangunan yang sifatnya fisik
diselesaikan masterplan oleh dukung oleh skema DAK bis amasuk dalam DAK Pariwisata
dinas provinsi dan di tahun 2024 e Dapat melalui kartu inventaris e Jika K/L yang diusulkan ke
akan dilaksanakan DED lanjutan. barang dalam penilaian DAK Kemenparekraf bisa dikomodir
Pariwisata dengan forum DAK
e Menu landscape ada di DAK
namun menu gapura tidak ada di
DAK
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
17 | Pariwisata - 1 - Unit Kota Bukit Tinggi | Kemenparekraf
Pembangunan TIC Ditolak dengan

catatan dapat
diusulkan
melalui
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02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan mekanisme
Menurunnya Ketimpangan DAK
Program Kegiatan KRO RO
- - - 000 - RO tidak diketahui
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Tidak memberikan tanggapan Kemenparekraf: Dit. IPEK, Bappenas :
e Menunya tidak ada di DAK
ataupun renja K/L
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
18 | Sarana dan Provinsi Sumatera . .
b Peralat 1 1 Paket Barat Kementerian Perindustrian Diakomodir
rasarana Peralatan ara dengan catatan
Laboratorium — - UPTD dapat
Minyak Atsiri Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional P
memanfaatkan
02 - Transformasi Ekonomi 04- Paya Saing Sumber Daya Manusia 11 - Stabilitas Ekonomi Makro agar alatnya
Meningkat dapat
- dimanfaatkan
Program Kegiatan KRO RO .
sebaik
mungkin
) ) ) 000 - RO tidak diketahui Jika dapat
evaluasi hanya
Catatan dan Tanggapan dapat 3 alat
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02 - Transformasi Ekonomi

02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan
Menurunnya Ketimpangan

08 - Perkotaan sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi

Program

Kegiatan KRO

RO

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas yang akan
diakomodir.
Dinas Perindag, Sumbar: Kementerian Perindustrian: Dit. IPEK, Bappenas:
e Merupakan lanjutan usulan dari e Tahun 2024 sudah ada kegian e Tahun 2023 sudah disampaikan,
tahun 2023, merupakan dari minyak atsiri di Sumbar, sudah tahun 2024 sudah
lanjutan usulan pusat industri komfirmasi di unit dan ada menganggarkan usulan ini.
minyak atsiri rakyat tambahan alat kembali e Perlu dikonfirmasi alat yang akan
e Bentul usulannya yaitu alat untuk | @  Apakah sudah dibicarakan datang di tahun 2024
mengekstrak atsiri penambahan alat unit lagi di °
e Usulan yang diminta yaitu alat tahun 20257
penjernih minyak (evaporator), e Perlu mengevaluasi dari kegiatan
mesin minyak atsiri, mesin press 2024, kegiatan akan diakomodir
atsiri, alat laborotorium dengan mempertimbangkan
penunjang, alat penyulingan ketersediaan pagu Kemenperin.
kapasitas 100 liter dan 2000 ml
untuk skala lab, mesin pencacah,
oven pengering, mesin pencetak
pellet kayu, rehab workshop dan
laboratorium.
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
19 | Pariwisata - 1 - Kawasan Kota Padang Kementerian Parekraf
Pedestrian Kota Tua
Padang Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
Ditolak
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001 - Atraksi, Aksesibilitas dan
AM - Bi A itas Pariwi i
EA - Program Kepariwisataan 4315 - Pengembangan ¢ . sarana |dang . me_mta_s ar_|w_|sata dl, .
. i L. . . Pariwisata, Ekonomi Kreatif Destinasi Pariwisata Prioritas
dan Ekonomi Kreatif Destinasi Pariwisata Regional | g L
dan Kebudayaan di Wilayah Destinasi | yang
Dikembangkan
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Sesuai dengan catatan Rakortek Sesuai dengan catatan Rakortek Sesuai dengan catatan Rakortek
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
20 | Pariwisata - 1 - Unit Kota Padang Kementerian Parekraf
Creative Hub Kota
Tua Padang Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional

02 - Transformasi Ekonomi

02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan
Menurunnya Ketimpangan

08 - Perkotaan sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi

Program

Kegiatan KRO

RO

EA - Program Kepariwisataan
dan Ekonomi Kreatif

4314 - Pengembangan
Infrastruktur Ekonomi Kreatif

RAM - Sarana Bidang

dan Kebudayaan

Pariwisata, Ekonomi Kreatif

001 - Sarana Ruang Kreatif
yang Difasilitasi

Catatan dan Tanggapan

Ditolak dengan
catatan
disulkan
melalui

mekanisme
DAK
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Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Sesuai dengan catatan Rakortek Kemenparekraf : Dit IPEK, Bapppenas :
e Diusulkan dengan mekanisme e Dalam pembangunan fisik, dari
DAK, karena dengan APBN tidak Kemenparekraf tidak ada
memungkinkan pembangunan fisik untuk
e Baiknya ada pertemuan atau Creative hub sehingga bisa
surat dari Gubernur ke dialihkan ke pembangunan DAK

Kementerian Parekraf untuk
kegiatan pembangunan CHR.

e Tahun 2025 angkanya di fokuskan
kepada pembangunan UPT

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K Kat
Usulan Kesepakatan LI
21 | Pariwisata - 1 - Area Kota Sawahlunto | Kementerian Parekraf
Penataan Kawasan
Wisata Kandih Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
02 - Transformasi Ekonomi 02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 08 - Perkotaan sebagai.Pusat Ditolak
Menurunnya Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi .
diarahkan
Program Kegiatan KRO RO melalui
mekanisme
CAM - S Bid
EA - Program Kepariwisataan 4315 - Pengembangan . arana bl ang . 003 - Prasarana pengaman DAK.
. . . . . Pariwisata, Ekonomi Kreatif . .
dan Ekonomi Kreatif Destinasi Pariwisata Regional | pantai yang dibangun
dan Kebudayaan

Catatan dan Tanggapan
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Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Bappeda Sawahlunto : Kementerian Parekraf: Dit. IPEK, Bappenas:
e Kawasan Kandih merupakan e Tidak direkomendasikan karena e Usulannya ada menu di DAK
resort wisata dimana di sana hanya bisa melalui pembiayaan sehingga diusulkan mekanisme
terdapat beberapa objek spt DAK pembiayaan melalui DAK
Taman Satwa, Camping Ground, e Penataan kawasan dialihkan e Mekanisme untuk penataan
Kebun Buah, Lapangan Pacu Kuda melalui DAK Fisik usulannya ada RO di PUPR
berstandar nasional dan untuk e Tidak dapat diakomodir untuk
Sumatera Barat hanya Lapangan penataan wisata melalui RM,
Pacu Kuda Kandih yang hanya bisa didanai oleh DAK
memenuhi standar untuk
mengadakan Kejurnas Pacu Kuda,
kemudian juga ada sirkuit Road
Race satu-satunya yang ada di
Sumatera Barat, sehingga
kejurnas Road Race juga hanya
bisa dilaksanakan di sirkuit
Kandih Kota Sawahlunto oleh
karena itu kami butuh suatu
Convention Center di Kawasan
Kandih
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
22 | Jalan tol Padang Kab. Tanah Datar; Ditolak dengan
Pekanbaru Kab. Padang catatan perlu
120 - Km Pariaman; Kab. Kementerian PUPR melengkapi
Agam; Kab. Lima dokumen RC
Puluh Kota; Kota ’
Padang Panjang; agar dapat




|Ir; NOTULENSI
Ill' PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SUMATRA BARAT

Agenda Pembangunan

Sasaran Visi

Arah Pembangunan Nasional

02 - Transformasi Ekonomi

01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara
Maju

07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan
Global

Program

Kegiatan KRO

RO

GA - Program Infrastruktur
Konektivitas

2409 - Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan Kapasitas
Jalan Nasional

RDC - OM Prasarana Bidang
Konektivitas Darat (Jalan)

029 - Pembiayaan Kerjasama
Pemerintah Badan Usaha
(KPBU - AP) Jalintim Riau

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Sumbar :

e Sudah pernah bertemu dengan
Direktur Bina Marga, ruas Sicincin
— Pangkalan berhenti

e Ada tanggung jawab provinsi
dalam pembebasan lahan, dan
prosesnya akan masuk dalam PSN
melalui Permenko

e Belum dilakukan penlok

Kementerian PUPR :
® Belum bisa dilaksanakan
pembangunan fisik

Dit. Transportasi, Bappenas :

e Saat sudah on progress
perkembangan pembebasan
lahan, mendorong untuk
dilaksanakan

e Tahun 2025 masih dilakukan
penajaman RC nya, (i)
Topografinya agak berat dan
lokasinya rawan bencana,
sehingga perlu di review kembali
kajian FS dan DEDnya

e Masuk dalam revisi Green book di
tahun 2024, tetap di dukung
untuk kegiatannya namun di
tahun 2025 masih forkus pada
penyiapan dokumen teknis

Kota Bukit Tinggi; dilakukan
Kota Payakumbuh percepatan
dokumen RC.
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RCnya, dan penajaman trase yang
sempat melewati ebberapa
pemukiman.

e Tahun 2025 belum bisa
dilaksanakan pembangunan fisik,
karena lahan juga belum siap

® Pembiayaan diarahkan
menggunakan loan JICA

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
23 | Pariwisata - 1 - Kawasan Kab. Tanah Datar | Kementerian Parekraf
Kampung Minang
Batusangkar Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
. . 02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 08 - Perkotaan sebagai Pusat
02 - Transformasi Ekonomi . .
Menurunnya Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi Ditolak dengan
Program Kegiatan KRO RO t:atatan
diarahkan
001 - Atraksi, Aksesibilitas dan melalui
CAM -S Bid A itas Pariwisata di i
EA - Program Kepariwisataan 4315 - Pengembangan o arana b ang . me'nl a's ar'|w.|5a a '. ) pembiayaan
. i L. L. . Pariwisata, Ekonomi Kreatif Destinasi Pariwisata Prioritas DAK Fisik
dan Ekonomi Kreatif Destinasi Pariwisata Regional | o . :
dan Kebudayaan di Wilayah Destinasi | yang
Dikembangkan

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
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Kemenparekraf:
e Sepakat dengan apa yang telah

disampaikan oleh Direktorat IPEK,

Dit. IPEK :
e Diarahkan melalui DAK Fisik
® Pembangunan fisik di kawasan

Bappenas wisata tidak data diakomodir
° melalui RM dari Kemenparekraf
maka dialihkan melalui forum
DAK
Volume i
. . Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
24 | Penataan Kelok 9 5 5 Ha Kab. LimaPuluh | Kementerian PUPR
Kota
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
02 - Transformasi Ekonomi 01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara | 07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan
Maju Global
Program Kegiatan KRO RO Diakomodir
_ : dengan catatan
GA - Program Infrastruktur 2409 Pfelaksanaan Pre.s.ervaS| RBC - Prasarana Bidang 023 - Dukungan Penanganan d
. dan Peningkatan Kapasitas o engan
Konektivitas . Konektivitas Darat (Jalan) Jalan Daerah . .
Jalan Nasional disesuaikan
pagu indikatif
Catatan dan Tanggapan PUPR.

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Sumbar :

Sudah berkoordinasi dengan Dit.
PKP, Cipta Karya Kemen PUPR
Harus menyelesaikan DED di
tahun 2024, dan siap akan

Ditjen CK, Kemen PUPR :

e Usulan sudah dibahas waktu
konreg sebesar 33 Ha untuk
perluasannya

Dit. Transportasi, Bappenas:

o Terkait dengan pembangunan
rest area dan penataan kawasan
pelru didiskusikan dengan Cipta
Karya, PUPR




NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SUMATRA BARAT

dilakukan pembangunan fisik di
tahun 2025

e Diperkirakan DED selesai di bulan
Oktober

e Sedang dikaji DED terbaru

o Dit Perkim belum berkoordinasi
dengan Dit Transport

Dit. Perkim, Bappenas:

® Usulan kegiatannya masuk dalam
long list Dit. PKP, PUPR 2025
untuk status usulannya perlu
didiskusikan kembali

e Selain itu pelru dilihat dari
ketersediaan anggaran di PUPR

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
25 | Pembangunan . Kab. Kepulauan .
X 1 1 Unit . Kementerian PUPR
Intake dan Jaringan Mentawai
Transmisi Air Baku — -
Sirilanggai Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 05 - In'tensitas Emisi GRK Menurun 16 - Berlfe.tahanan Energi, Air, dan
Menuju Net Zero Emission Kemandirian Pangan
Diakomodir

Program

Kegiatan

KRO

RO

IA - Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

4973 - Penyelenggaraan Air
Minum yang Layak

RBB - Prasarana Bidang
Perumahan dan Pemukiman

001 - Pembangunan SPAM
Kabupaten/Kota

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas
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Bappeda Kep. Mentawai: Ditjen SDA, Kementerian PUPR : Dit. SDA, Bappenas:

e RC sudah siap ditahun 2023 e Dilakukan penyusunan review | @ Dokumen DED dan LARAPnya
dan sudah dilakukan design oleh balai belum diupload dalam Krisna
komunikasi dengan provinsi e (Catatan sesuai dengan Selaras
dan balai Rakortek, akan dilaksankan e Terakhir belum masuk dalam

studinya di tahun 2025 stock program SBPI

e Jika DED sudah sesui dan
sudah di cek oleh Balai
sehingga RC sudah siap dan
dapat dilakukan kegiatan fisik.

3. REKAPITULASI

HASIL KESEPAKATAN TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Diakomodir 12
Ditolak 13

Tidak Terbahas 0




